
BUPATI SUKOHARJO

PERATU RAN BU PATI SU KOFIARJO
Nornor : 2, TAI{I1'N 2oo5

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGI.JI ' , \N PAJAK I}I.JMI DAN I}ANGTINAN (PT}ti)

KABUPATEF{ SUKOHARJO

r,11 r*: rinqat

BUPATT ST]KOIIARJO,

. a. bahwa untuk lebih mcningkatkan pemungutan dan penerirnaan Pajak

Bumi dan Bangunan, dipandang pellu untuk mengatur pembagian

biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi petugas /aparat dan

Pejabat yang terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huluf a di atas
- perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Riaya

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangwran (PBB) Kabupaten Sr"rkoharjo.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan L)aerah-

daerah Kabupaten daiam lingkungan Propinsi Jawa Terrgah;

2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pa.jak Bumi clan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Rr:publik Incioiiesia

l{omor 3312 ), sebagaimana telah diubah dengan [Jndangllndang
Nomor 12 Tahul 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nornor 62" Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia. Tahul 2004 Nomor 125,
'I'anrtrahan 

Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Notnor 4437).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Llndang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republili

Indonesia'l'alrun 2005 Nomor 3 8,'l'arnbahan Lent baran Ncgara ltcpubl i k

Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keualngan
rrntara Pernerintah Pusat dan Pemr:rintahan Daerah ([,enrtraran

Nogara ltepublik lndoncsia 
'l'ahun 2004 Nomor 126, 

'l'atubirhatt

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '1438),

5. Peraturan Pemerintah Notnor 104 Tahun 2000 tentatig lJana
Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2000
Nornor 201, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesla lrlomor
4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturart Per:nerintah
l.lomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repr,rblik Indonesia Tahun
2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4165\-



\lenetapkan

2

6.PerafuranPemerintahNomorl05Tahun2000tentangPengeloiaun'd'u.:
pertanggungurrubun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndones iaTahun2000Nomor202 'TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor aA2\;

T.PeraturanDaerahKabupatenSukolrarjclNomor.s-J.uh*2002tentang
Pokok-poktrkPengelolaanKeuanganDala"hKabupatenSukoharto
(Lembaran Uu"rut'"fuUupaten Suk"ohario ' Tahun 2002 Nomor 32'
,l.ambahan Lembaran Daeiah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

1VIEMUTUSKAN:

:PERATURANBUPATITENTANGPEMBACIANT] IAYA
PEMLTNGUTA}T PdAK BUMI DAN BANGLTNAN (PBB) KABUPATEN

SUKOT{ARJO.

tsAU l

BIAYA PEMLTNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUN/N

Pasal 1

Br:sarnya biaya pemungutan Pajak Bumi <lan Bangunan (PBB) adalah

scbagai bcrikut :

a.
b.
(.).
d.

Sektor Pedesaan : 7,623 o/o daripenerimaan kotor (bruto)'

Sektor Perkotaan '. 6,171 % dari penerimaan kotor (bruto):

Sektor Perkebunan . 2,ggg u/o <Jari penerinraatr kotor (bruto);

Sektcrr Perhutanan '. Z',SZ % dari penerimaan kotor (bluto);

Sektor Pertambangan : 2',16 o/o dari penerirnaan kotor (bruto)'

Pasal ?'

PemungutanPBBsebagaimanadimaksuddalamPasallberasaldart:

a. sektor pedesaan dan perkotaan, untulc ketetapan PBB yang penyarnpaian

SPPT kepada w;ltd Fti"rt dun p"*unguiu*tvu ̂ d1l^afsa.nakan 
oleh

Aparat Dlsa/ Kelurahan (k"t"tuputt Rp'O,- s/d' Rn-500'000'-); .: -,-
b. ,"ktol- pedesaan dan perkotaan, untuk ketetapan PBB yang penyampalan

SppT kepada w":iu pajak diiaksanakan oleh Aparat Desai Kelurahan

dan pembayarannya iung"'ng oleh Wajib Pajak ke 
'fernpat

Pembayaran PBB (k"tetupan di atas Rp' 5 00' 000'--) ;

c. seklor pcrkebunan, perhutanan dan pertarnbangan'

BAB II

PEMBAGIAN BIAYA PE}VILJNGUTAN PBB

Pasal3

(1) Pembagian Biaya Petnungutan P.BB 
:-":L111':,?T "*:,:1*,,*'*'n



\ x

a.
b.

a
J

Tingkat Kabupaten 20,44 o,b

Tingkat Kecamatan yang bersangkutan 10,00 ?;
Tiirgkat Desa,{Kelurahan yang bersangkutan 70,04 0/'o

Pembagian Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimal<sud dalar-n
Pasal 2 huruf b, di ladikan 100%> dcngan pcrnbagian scbagai bcrikut .

a. Tingkat Kabupaten 30,00 96
b. 

'fingkat 
l(0camatrrn yang bcrsangkutan 5,00 9/o

c. Tingkat Desa{Kelurahan yarrg bersangkutan 65,00 %

Pembagian Biaya Pemungutan PBIS sebagaimana dimaksud dalanr
Pasal2 huruf c, dqadikan 100 % dengan pembagian sebagai berikut .

(2)

( r )

a.
b .

Untuk Bupati Sukoharjo
U ntuli Pej abatiPetugas terkait

17,50 0,/o

82,50  %

Pasal 4

(1) Pembagian Biaya Femungutan PBB secara terperinci sebagaimanel
t dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayal (3)

huruf b adalah:

a. Bagian Biaya Pemungutan PBB seldor pedesaan dan perkotaan
untuk T'ingkat Kabupaten sebesar 2,0 %, sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dijadikan IA0 % pernbagiannya
diatur sebasai berikut :

1). Bupati
2). Wakil Bupati
3). Sekretaris Daerah
4). Asisten'lata Praja Sekda
5). Asisten Administrasi Sekda
6). Kepala Bawaspada
7). Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten
8). Kepala Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD)
9). Kepala Bagian Hukum
10) Kepaia Ba.gian Pemerintahan
I l) Pimpinan Clabang 13Rl Sukoharjo
12) Kabid Pendapatan pada BPKD
l3) Sekretaris dan Kabid selain Kabid

Pendapatan pada BPKD
14) Kasubbag TIJ dan Kasi pada Kantor

Pelayanan PBB Klaten
15) Sekretaris dan Kabid Keua.ngan dan

Kekayaan Daerah pada Bawaspada
16). Petugas Pelayanan Satu'Iempat PBB Kabupaten

Sukoharjo
17) Kasubbid pada Bidang Pendapatan BPKI)
18) Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid

dr Bidang Pendapatan pada BPKD

6,50 0

6,00 0h

5,' ,75 0

| ,50 0h

1.50 0h

2,50 0

2,54 yo

s.50%
1 ,50  aA .

1 ,5i, c

t :25 ",it
2,AA o

7,50 0

3,00 04

1"00 {rh

1,00 ,7i,

4 ,75  a

14,50 o,',o



b .Bag ianB iayaPemungu tanPB l ] sek to rpedesaandan l l c r ko taa r t
urri,rt Tingkat Kabupaten sebesar 30 9/o sebagairnana dirnaksud

dalam Pas,nl 3 avat (i) hurul'a. clijadilian 111Q 9/o peurbagiannya

diatur sebagai berikut :

4

19) Kasubbag Pada Bagian Hukurn
20) Kasubbag/Kasubbid dan Staf pada BPKD

yang menangani langsung Biaya Pemungutan PBB

2l). Tempat PcmbaYaran PIJB
22). Staf pada Bidang Pendapatan tsPKD
23). Staf lain Pada BPKD

1). Bupati
2). Wakil BuPati
3) .  Sckrctar is l )acral t
4). Asisten T'ata Praja Sekda
5). Asisten Administrasi Sekda
6). Kepala BawasPada
7). Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten
S) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

(BPKD)
9). Kepala Bagian Flukum
10). Pimpinan Cabang BRI Sukoharlo
1 1) Kabid PendaPatan Pada BPKD
12) Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan

pada BPI{D
13). Kasubbag TU dan Kasi Pada

Kantor Pelayanan PBB Klaten
14). Sekretaris dan Kabid Keuangan dan

Kekayaan Daerah Pada BawasPada
15). Petugas Pelayanan Satu Tempat PBB Kabupaten

Sukohaqo
16). Kasubbid pada Bidang Pendapatan BPKD
I7\. Kasubbag dan Kasubbid selarn

Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD
l8). KasubbagiKasubbid dan Staf pada BPKD

yang menangani langsung Biaya Pemungutan PBB

19). Kasubbag pada Bagian Hukum
20) Tempat PernbaYaran PBB
2t). Staf pada Bidang Pendapatan BPKI)
22\. Staf selain Staf di Birlang Pendapatnn pada BPKI)

r ,50 %

3,00 0/o

7,25 ' . \ t
1,00 0h

I  1 .50  %

6,00 %
5"s0 %
5.15 'r;

1,50 ur'ir

1 ,50 0A

2"00 %
2 ,54  %

5,00 70
| ,50 "il
2,00 0A

2,50 0

8,sa %

4.A0 %

1,25 0

1,04 o

6,04 s/o

14.s0 %

3,25 0/o

I,50 0/o

4,75 0A

7,5A oA-

12.54 %

c. Bagian Biaya Pemungutan PBB sektor perkebunan, perhutanan

dan' pertamLungun unt tk Pejabat/Petuga.s terkait sebesar 80 96

setragairnlna cliinaksucl dalarn l)asal 3 ayat (3) hurtrl' b di.iriilkan

100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

6 .50%
6,50 0h

2.AA %
1,50 ' ) t

2,00 ?'o

1) Wakil Bupati
2). Sekretaris Daerah
3). Asisten Tata Praja Sekda
4). Asisten Pembanguana Sckda
5) Asisten Administrasi Sekda



6).
7).
8).

e).
10).
I  1 ) .

12).

13).

14)

15) .

16).

17).
i8) .

t

Kepala Bawaspada
Kepala Kantor Pelayanart PBB Klaten
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD)
Kepala Bagian Hukum
Kabid Pendapatan pada BPKD
Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan
pada BPKD
Kasubbag TU dan Kasi pada
Kantor Pelayanan PBB Klaten
Kasubbid Pendapatan Lain-lain
di Bidang Pendapatan pada BPKD
Kasubbid selain Kasubbid Pendapatan I ain-lain
di Bidarrg Pcndapatarr pada IIPKI)
Kasubbag dan Kasubbid selairr Kasubbid di
Bidang Pendapatan pada BPKI)
Kasubbag/Kasubbid dan Staf yang
menangani langsung Biaya Pemrurgutan PBB
Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD
Staf selain Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD

2,54 a

3,50 yo

6,50 aA

2.00 %
4,04 o/o

g,0a oA

1 ,000

3,00 ah

3 ,75 ( t6

9,75 0A

4,40 a/o

r1,75 0/a

14,75 0h

(z) 
-pembagian 

biaya pemungutan pBB sebagaimana dimaksud da.lam
' Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan ayat2 huruf b diatur secara proporsional

oleh Camat yang bersangkutan.

(3) Pembagian biaya pernungutan PBB sebagaimana dimaksud dalanr
Pasal 3 al'at (l) huruf c dan ayat(2) huruf c diatur secara proporsional
oleh Lurah Desa/Lurah yang bersangkutan.

BAB IIi

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pclaksanaan Peraturan Rupzrti ini cliserahkan kcpada Kcpala []adan
Per.rgelo la Keuangan Daerah Kabupaten S ukohar.l o.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini rnaka Peratut'an Bupati Sukoharjo
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembagian Biaya Pemtrngutan Fajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati rni dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pndn tanggal 2J O)<1,obe'r ?005

BU

BA

?4r 
suKouAnroo

t t
t ,
l h
I I

\ i'il
\ll"RrYANro

Diundanglian di Sukohario
pada tanggal 27 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABTIPATEN SUKOHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO
TAHUN 2OO5 NOMOR. 23

Pel.aksana Tugas,


